	Harian    
	:
	Mercusuar
	Kasubaud

Sulteng I

	Hari, tanggal
	:
	Selasa, 06 Maret 2012
	

	Keterangan
	:
	Halaman 1 Kolom 2-4; Halaman 11 Kolom 1-3
	

	Entitas
	:
	Kota Palu
	


[image: image1.jpg]. PENGADAAN MOBNAS PEMKOT PALU
-Rp2,4 M Tapi Penunjukkan Langsung

PALU, MERCUSUAR - Pengadaan lima
mobil nasional (Mobnas) yang

Palu, Haris Karim. Kepada Mercusuar, Senin
-(5/3), Haris mengatakan, proses

diperuntukkan kepada lima pejabat MOEN AS penunjukan langsung untuk pengadaan

utama Pemerintah Kota (Pemkot)
Palu senilai Rp 2,4 miliar (M), hanya
melalui mekanisme penunjukan
langsung (PL). Mekanisme tersebut
berdasarkan pengumuman No:01/
ULP-PLI1-Setda/2012.
Lingkup pekerjaan pengadaan
.kendaraan dinas/operasional pada
sekretariat daerah Kota Palu, dengan nilai

total Rp2.497.100.000 (APBD tahun °

anggaran 2012).
Adanya penunjukan langsung itu diakui
Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota

" Mobnas tersebut telah sesuai Peraturan
Presiden (Perpres) No.54 tahun 2010
" tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Dia mengatakan, mengacu
pada Perpres tersebut,
pengadaan kendaraan dinas

diatas 100 juta dibolehkan melalui

penunjukkan langsung, karena harga yang

dipakai sesuai harga dari main dealer.
"Sesuai Perpres 54 Tahun 2010, penga-

daan mobil semua melalui penunjukan

langsung. Bagaimana lagi ditender kalau

‘bungkan

harga yang digunakan sudah
sesuai dari main dealer," ung-
kapnya.

Menurut Haris, besaran
nilai penunjukkan lang-
sung yang mencapai
Rp2.497.100.000,- itu -
dikarenakan lima
unit mokbkil yang
harus disiapkan,
sehingga bila diga
ang-
kanya mencapai
miliaran rupiah.

Baca MOBNAS di hal.11
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- MOBNAS

Kelima mobil dinas itu rencananya digunakan
oleh Walikota, Wakil Walikota, Sekkot dan dua
Asisten. Kelima mobil dinas itu ALPHARD 2,4 GA/
T sehdrga Rp868.300.000,- (untuk Walikota),
ALPHARD 2,4 X A/T seharga Rp757.900.000,-
(untuk Wakil Walikota), FORTUNER G LUX 4/2 A/
T seharga Rp448.300.000,- (untuk Sekretaris
Kota) dan dua unit INNOVA J masing-masing

seharga Rp422.600.000 diperuntukkan '

Asisten Setda Kota Palu.

Lebih lanjut Haris, jenis kendaraan dinas yang
boleh dilakukan penunjukkan langsung yakni mobil
yang terdaftar dalam Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan
mekanisme dan peraturan perundang-undangan,

dimana penunjukkan tangsung berdasarkan

Perpres 54 Tahun 2010 dan jenis mobil tersebut
telah terdaftar dalam LKPP," tandasnya.

 BERSIFAT:-DARURAT

Penunjukkan langsung (PL) dalam proyek
pengadaan barang dan jasa, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden (Perpres) 54 Tahun
2010, menegaskan kalau PL dapat dlaksanakan
tanpa batasan nilai, asalkan persyaratannya terpe-
nuhi, baik kondisinya maupun pengadan barang-
nya. Dalam Perpres itu, juga dijelaskan kalau PL
dilakukan dengan mengundang satu penyedia

‘barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, yang

dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau
memenuhi kualifikasi. Kemudian dapat diilakukan
dengan mekanisme negosiasi, baik secara teknis
maupun harga. Sehingga diperoleh harga yang
sesuai dengan harga pasar yang berlaku, dan
secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Hal

itu, juga dibenarkan Ketua Lembaga Pengawas

Pengadaan Nasional (LPPN) Syahril DP, dalam
diskusi lepas dengan Mercusuar.

............................................................................................................................................................................... ‘........ S@ambungan dari hal. 1

Selanjutnya, yang memungkinkan dilakukan PL
terhadap penyedla barang/pekerjaan konstruksi/
jasa lainnya, harus menyangkut penanganan
darurat, yang tidak bisd direncanakan sebelumnya.
Disamping itu, waktu penyelesaian pekerjaannya
harus segeraltidak dapat ditunda. Misalnya, untuk
pertahanan negara, keamanan dan ketertiban
masyarakat, keselamatan atau perlindungan
masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya, tidak
dapat ditunda dan harus dilaksanakan segera.

Bukan hanya itu kata Syahril DP, yang dimaksud
dengan makna 'segera’ dalam Perpres 54/2010,
juga meliputi akibat bencana alam.atau dalam
rangka pencegahan bencana, kemudian akibat
kerusakan sarana atau prasarana, yang dapat
menghentnkan kegiatan pelayanan publik. Yang
menjadi pertanyaan, apakah pengadaan Mobnas
juga dapat berpengaruh pada penghentian ¢
pelayanan kepada masyarakat?. winiury










